PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 188.45/ 703 -KUM/2014

TENTANG

PENETAPAN DAN OPERASIONALISASI SMK BUDI LUHUR BANYU IRANG

& Menimbang

0 Mengingat

a.

1

MENJADI SMK NEGERI 1 BATI-BATI DI KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa berdasarkan Telahaan Staf Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten  Tanah Laut Nomor.
420.3/111.a/Disdik/2014 tanggal 17 September 2014
perihal Permohonan Penandatanganan Naskah SK
Penegrian SMK Budi Luhur Banyu Irang menjadi SMK
Negeri 1 Bati-Bati, maka perlu menetapkan SMK Budi

Luhur Banyu lrang menjadi SMK Negeri 1 Bati-Bati
dan mengoperasionalkannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan
Bupati Tanah Laut ° tentang Penetapan dan
operasionalisasi SMK Budi Luhur Banyu Irang

menjadi SMK Negeri 1 Bati-Bati di Kabupaten Tanah
Laut; a

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat I Tabalong,
dengan mengubah Undang — Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4301);

.Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443T)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhi
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 xemar:
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NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SMK NEGERI 1 BATI-BATI DI KABUPATEN TANAH LAUT

No Nama Unit Sekolah NSS W
Baru

] SMK NEGERI 1 BATI-

304150201023 | Desa Banyu Irang
BATI

Kecamatan Bati-Bati
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SURAT KEPUTUSAN KEPALA DiNAS 4 ENUIDIKAN
KABUPATEN TANAH LAUT ‘
NOMOR : 420.3/|24 #JD1sdik/2012

TENTANG

IJIN OPilRASIONAL SEKOLAY MENENGAH KEJURUAN (SMK)
BANYU IRANG DI KECAMATAN BATI-BATI
IKABRUPATEN TANAH LAUT
Membaca Surat Permohonan ljin Operasional Panitia Pembentukan Sekolal
Menengeh ejurian (SMKY Banyu lrane di Kecamatan 3ati-bati
Kubuputen Tunah Luut, No:023/3ekre/V11/2012 twnggal 1 Juli 2012
tentang permohonan-ijin operasional
Menimhang Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi
pescria didik usia 16-18 tahun agar berpantisipasi menyclesuikian
pendidikan puda jenjung Sekolah Menenguh A tas (SMA.SMK M A
“dan sederajat) secara merata dan bermutu,

Bahwa Lembaga Pendidiken SMK merupakan Nitra Penseringh
dalam menciptakan sumber daya manusia unggul. Terampil den
Cerdas dengan berbasiskan nilai-nilai agama.

Buhwi Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimuena Limaksud hurul o
dan 5, perlu ditetenkan dengan Surat Keputvsan Knepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Tanah 1.aut Tentang 1jin  Operasional
Sekolah Menengah Keuruan (SMK) Banyu Irang di Kecamut i
Bati-bati Kabupaten Tanah Laut 4
Undang-Undang Nomor & Tahun 1965 tentang  Pembentukan
Daerah Tingkat 11 Tanah !.aut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daer..
Tingkat 1l Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nonen =7
vahun 1969 tentang Penetapan Undang-Undang Darwat Nomyay

Tahun 1953 tentang  Pembentukan  Daeraly Tingkat 1)
Kalimantan: '

Mengingat : )

g1

(3]

Undang-Undang RI Nommor 20 ‘Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,

'

w2

. Undang-Undang RT Nomor 22 Tahud 1999 tentang Pemerintal
. ‘ Daerah. '

Peraturan Pemerintah RL Nowor : 39 Tahun 1992 tentang peran
serte masyurakal dalam Pendidikun Nasional,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tuhun 2007
tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah
Pemerintahan - Daerah  Provinsi

dan  Pemerintahan  Dacrah
Kubupaten/ Kota;




Memperhatikan

FERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

|. Bupati Tanah Laut
2

6. Peraturan’Pemerintah Nomor
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Tansh L.aut

Lend]
‘ O rpin) &V
) rentang
‘rahun 2007
A 41 l'al:t | “
Perangkat Dacrahj i, 7 2008
K Nomor "3 Tahun &

Tanah [.aut;
_ ' Cabupaten Tana
tentar.g Organisasi dan Perangkat Daerah Kabuj

' : v INomor
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik imdonesis

1Y nat
22 tahun 2006 tentang Standar 1si Untuk Satuan Pendidikan fnant
dan Menengah

Peraiuran Meuteri Pendidikan Nusional Republik [adonesiu
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menerigah

MEMUTUSXAN

Memberikan ljin Operasional Sekolah Menengah Keiuvuan (SMK)
Banyu Irang di Kecamatan Bati-batj Kabupaten Tanah Lout. dan
nama-nama berikut terlampir pada Surat Keputusan ini sebayai
Tenaga Perdidik dan Kependidikan pada Lembaga Perdidikan
SMK Banyu liang di Kecumatan Bati-buti Kabupaten Tanah Lau.,

Perijinan ini hanya berlaku untuk |embaga Pendidikan SMK
Bai.yu 'rang di Kecamatan Bati-bati Kabupaten ‘Tanah Laut. ijin
operasional ini bersifat sementara dan berlaku selama 3 (e
fahun sejun tanggal ditetapkar.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkun dan
terdapat  kekeliruan dalam  keputusan  ini. akun
sebagaimana mestinya

APt

diperbaiki

Ditetapkan di : Pelaihari Ny
Pada Tanggal : 20 Agustus 2012
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